DAFTAR PUSTAKA

Adinda dan lkhsan. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan
(Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Accounting Analysis
Journal AAJ 4 (3), 1-9.

Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik.
Prestasi Vol. 9 No. 1- Juni 2012, 1-11.

Asshidigie, Jimly. (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: PT
Bhuana llmu Populer.

Boynton, W. A. (1996). Modern Auditing Sixth Edition. New York: Jhon Willey
and Sons.

Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi 1 Cetakan Kedua.
Jakarta: Kencana.

Colquitt, J. L. (2009). Organizational behavior: Improving Performance and
Commitment in the Workplace. New York: McGraw-Hill.

Didi dan Kusuma. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Kecenderungan Kecurangan (Fraud); Persepsi Pegawai Pemerintahan
Daerah Kota Bogor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 15 No.
12018, 1-20.

Faisal, Muhammad. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten
Kudus. Accounting Analysisi Journal AAJ 2(1) (2013), 67-73.

Faturochman. (2002). Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Unit Penerbitan
Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS
23 Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huda, M. C. (2012). Peran Peraturan Sekolah dalam Meningkatkan kedisiplinan
Siswa di MAN Malang Il Batu. Skripsi. Malang: UIN Malang.

Ivancevich, et. al. (2007). Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Kompas. (2018). Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester | 2018.
Diambil kembali dari Kompas:
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-
penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018

Kretiner dan Kinicki. (2014). Perilaku Organisasi. Salemba Empat.

87



88

Lister, L. A. (2007). Practical Approach to Fraud Risk: Comprehensive Risk
Assessment Can Enable Auditors to Focus Anti - Fraud Efforts on Areas
Where Their Organization is Most Vulnerable. Internal Auditors Vol. 64
No. 6.

Mangkunegara, P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja
Rosda Karya.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.

Moorhead dan Griffin. (2013). Organizational Behavior Managing Human
Resources and Organizations, 9th edition, diterjemahkan oleh D. Angelica
Perilaku Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
Jakarta: Salemba Empat.

Mulia. (2017). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap
Kecurangan Akuntansi. Akuntansi dan Investasi, 18(2), 198-208.

Mulyadi. (2002). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi
Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting ANalysis Journal, 259-267.

Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Skripsi.
Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.

Rahmawati, A. P. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas
Manajemen Terhadap Kecenderungan Keurangan Akuntansi. Semarang:
Universitas Diponegoro.

Robbins, S. (2008). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Suprajadi, L. (2009). "Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metodologi untuk
Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan". Bina Ekonomi Majalah
IiImiah FE UNPAR. Vol 13 No 2, 52-58.

Tuanakotta, T. M. (2014). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Edisi 2).
Jakarta: Salemba Empat.



89

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan
Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9
Padang.

Wulandari, Retno & Dhini Suryandari. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
Accounting Analysis Journal Vol 5 No 2, 76-85.

Sumber Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah.

Undang Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



